
71 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku-Buku: 

 

“Ateng Syafrudin, Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan, makalah tidak 

dipublikasikan.” 

 

“Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaran Hak 

Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD, makalah tidak 

dipublikasikan, Jakarta, 1995.” 

 

“Bagir Manan, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan 

Oleh Pemerintah Daerah, Universits Padjajaran, Bandung, 1995. 

 

“Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang” 

Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta 

Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, 

desertasi, Universitas, Padjajaran, Bandung, 1996. 

 

“Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993. 

 

“Prins dan Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, 

Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.” 

 

“Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Banyumas, 2003. 

 

“Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1985. 

 

“Sjachran Basah, Perizinan di Indonesia, makalah untuk Penataran Hukum 

Adminitrasi dan Lingkungan, Unair, Surabaya, 1992.” 

 

“Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, 

makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Unair, 

Surabaya, 1995. 

 

“Sjachran Basah, Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan, 

makalah pada Seminar Lingkungan Hidup, Jakarta. 

 

“Soehardjo, Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta 

Perkembangannya di Indonesia, BPUD, Semarang, 1991.” 

 



72 
 

“Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Banyumas, 1984. 

 

“Spelt dan ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. 

Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.” 

 

“Sulastiyono, Agus, Manajemen Penyelenggaraan Hotel, Alfabeta, Bandung, 

2011. 

 

“Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003. 

 

“Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1988.” 

 

“Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, 

Jakarta, 2009. 

 

 

 

Perundang-Undangan : 

 

Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

 

Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2005 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan 

Gedung, Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 214. 

 

Jurnal: 

Arfandy Wichers, Herman Nayoan, Novie Revlie Pioh, Implementasi Kebijakan 

 Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan  Perizinan 

 Terpadu Kota Manado, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, (Maret, 2017). 

Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal 

 Administrasi Publik, Vol. 1, No.1, (April, 2017). 

Hardiansyah, Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas 

 Tata Kota di Kota Palembang, Jurnal Universitas Bina Darma, Vol. 8, No. 

 2, (Januari, 2012). 

Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono, 2013, Efektivitas 

 Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri  

 Pariwisata Di Kota Batu (Studi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

 Kota Batu, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No.1, (Desember, 2013). 



73 
 

Kusno, Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) Untuk 

 Pembangunan Hotel di Kabupaten Labuhan Batu, Jurnal Ilmiah, Vol. 05, 

 No. 2, (Juni, 2017). 

Mareci Susi Afrisca Sembiring, 2015, Efektivitas Advis Planning dalam 

 Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pematangsiantar, Jurnal 

 Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.2, No. 1, (Juli, 2015). 

Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, Kualitas Pelayanan Publik dalam 

 Pengurusan IMB, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1, (Agustus, 2012). 

Romi Eka Mahardhika Erfa dan Nur Laila Meilani, Implementasi Retribusi Izin 

 Mendirikan Bangunan, Jurnal Administrasi Pembangunan, Vol. 2, No. 

 3, (Juni, 2014). 

Sumadi Kamarol Yakin, 2017, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL)  Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan,  Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, (Juli, 2017). 

Trenda Aktiva Oktariyanda, Soesilo Zauhar, Siti Rochmah, 2013, Pelayanan Izin 

 Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik 

 yang Optimal, Jurnal Wacana, Vol. 16, No. 4, (Mei, 2013). 

Widyarini, 2013, Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta, Jurnal Fakultas 

 Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. VIII, No.1, (Maret, 2013). 

 

 


